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Pada awal tahun 60-an penduduk dunia telah menyadari dan merasakan dampak negatif dari 
revolusi Industri. Pada tahun 1972 kemudian diadakan Koferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan 
manusia di Stockholm. Tepat 20 tahun setelah konferensi ini di adakan, pada tahun 1992 diadakan 
konferensi rio yang mengukuhkan prinsip hukum lingkungan internasional sebagai upaya menjalankan 
pembangunan berkelanjutan. Salah satu prinsip tersebut adalah Prinsip Pencemar membayar. Dalam 
pelaksanaannya diperlukan instrumen ekonomi yakni asas internalisasi biaya. Kedua asas ini kemudian 
di adopsi ke dalam hukum Indonesia. Namun dalam prakteknya, masih saja pencemaran terjadi di 
Indonesia. Perumusan masalah sebagai berikut : Pengaturan Internalisasi biaya dalam hukum nasional 
dan hukum internasional, harmonisasi antara hukum lingkungan nasional dengan hukum lingkungan 
internasional. Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penulis melakukan penelitian kepustakaan. 
Deklarasi Rio mengatur bahwa pencemar yang melakukan pencemaran harus melakukan pembayaran. 
Pelaku usaha dapat melakukan internalisasi biaya sebagai upaya penanggulangan pencemaran tersebut. 
Kedua prinsip ini kemudian di adopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 sebagai upaya dalam penanggulangan masalah lingkungan.Terkait 
dalam harmonisasi pengaturannya, kedua aturan ini memiliki harmonisasi. 
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